
BUPATI PROBOLINGGO 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR: \L\ TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR: 19 TAHUN 2015 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PROBOLINGGO, 

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertib administrasi 

pengelolaan keuangan daerah, perlu m enetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 

Tahun 2015 tent;:u1g Tambahan Pen ghasila.."'1 Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepega \vaian se bagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha._11. 

Daerah sebagaiman a telah diubah terakhir dengan 

Undan g-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Peg2,wai Negeri Sipil ; 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim 

Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan AnggaraI1 Pendapatan dan Belan.ja 

Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Men teri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 ; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Ncmor : 235/PMK.07 /2015 

tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ A tau Dana 

Alokasi Umum dan Bentuk Non Tu.nai; 

13. Peratura n Daerah Kabupaten Probolinggo Nornor 09 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Ta.l-iun 2012 tenta ng 

Sistem dan Prosedur Pelaporan Belanja Langsung Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; 

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegmvai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo; 



Menetapkan 
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16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Presensi Biometrik di Lingkunga.,, 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR : 19 TAHUN 2015 TENTANG TA1\.1BAHAN 

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERJNTAH KABUPATEN PROBOL!NGGO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dala..TTI. Peraturan Bupa ti Probolinggo Nomor : 19 Tahun 2015 

tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo, diuba h sebagai berikut : 

l. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah dan harus dibaca sebagai berikut: 

24. Tim Teknis, adala11 Tim yang ditetapka.:."'1 oleh Bupati yang terdiri dari unsur 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Pengelolaan 

Keullilgan Daerah, Ba dan Kepegmvaian Daerah serta Bagian Penyusunan 

Program Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Kriteria kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung 

berdasarkan aspek-aspek sebagai berikii t : 

a. aspek perencanaan ; 

b . a.spek pengawasan ; 

c. aspek pengelolaan keuangan; 

d. a spek pengelolaan sumberdaya ma.I1usia ; dan 

e. aspek pengendalian administrasi pembangunan. 

(2) Aspek kinerja SKPD sebagaimana dimeJrnud pada ayat (1) dib agi ke d2Jam 

Sub Aspek, Indikator Penilaian, Bobot, Tingkat Kesesuaian dan Nilai bobot 

SK.PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A ya ng merupakan 

bagia n tidak terpisahkan dengan peraturan ini. 
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3. Ketentuan Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut: 

Pasnl 10 

(1) Penentuan bobot pegawai dan nilai tetap disusun oleh Tim Teknis dan 

disetuj1_::i oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan besar tunjangan 

jabatan, tunjangan fungsional umum dan fungsional tertentu serta 

k"Pterserl1aan anc,ryaran -'- ""-'-' - .... U..i. ..... .!. _ _1_.._bl::> . __ ,,. _..._ J. ~ 

(2) Penentuan Kinerja Pegawai melalui peng1s1an format rekapitulasi presensi 

pegawai dilakukan oleh petugas yang ditun_juk oleh masing-masing SKPD dan 

disahkan oleh Kepala SKPD masing-masing. 

(3} Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada u.yat (2) men.1pakan bagian 

yang tidak terpisah dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat 

Perintah !vfombayar {SPM} a tas mata anggaran Tambahan Pengh asilan 

Pegawai. 

(4) Penentuan kinerja SKPD melalui pengisian format rekapitula si a spek kinerja 

SKPD yang pengesahannya sebagai berikut: 

a. Aspek pengawasan SKPD disahkan oleh Inspektur ; 

b. Aspek perencanaan da n pelaporan SKPD disahkan oleh Kepala Badan 

Peren can a~m Pembangunan Daerah ; 

c. Aspek pengelolaan sumber daya manus1a SKPD disahkan oleh Kepala 

Badan Kepegawaian Daerah ; 

d. Aspek pengelolaan keuangan SKPD disahkan oleh Kepala Dinas 

0 ena~lola.:1n Kf'urinaan D~er~b . .L J.. ... o~ .:.. c_ .... .L ... ,_, c... - b .:. C1.. ct. .l, ' 

e. Aspek Pengendalian Administrasi Pembangunan SKPD disahkan oleh 

Kepala Bagian Pen_yusunan Progn::un Sekretariat Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

(5) Format rekapitulasi yang sudah disahkan sebagaimana. dimaksud pada ayat 

(4) dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah pa ling lama pada 

tanggal 7 {tujuh} bulan berikutnya, sebagai dasar meny1..1sun rekapitula si 

kinerja SKPD yang pengesahannya oleh Sekretaris Daerah. 

(6) Format rekapitulasi kine rja SKPD ya.i.--i.g suda,.½ disahkan. oleh Sekretaris 

Daerah, dikirim ke masing-masing SKPD sebelum tanggal 17 (tujuh b elas) 

bulan berikutnya untuk dijadikan pedoma...'1 SKPD dalam mcnghitung 

Tambahan Penghasilan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

huruf H yang merupakan bagian t ida k terpisa..11.kan dengan peraturan ini, 
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(7) Format Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai disahkan oleh Kepala 

SKPD yang merupakan bagian tidak terpisah dari Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikirim ke Dinas 

P~ngelolaa._ri_ Keuangan Daerah sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan 

berikutnya. 

(8} Tambahan Penghasilan Pegavmi bagi PNS dibebankan pada Kode Rekening 

Belanja Tidak Langsung Pos Tambahan Penghasilan Pegawai. 

(9) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi atas dokt1men 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) 

beserta kelengkapannya se bagaimana dimaksud pada ayat 

diterbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

(7) 
\ • I untuk 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di1-1.ndangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanga n 

peraturan ini dengan menempa.tkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pro bolinggo. 

Ditetapkan di Probolinggo 

d \ rieJ, t'l1.v,•_v1, _ j "'Qi r Pa~ a tanggal 1 \: , i. "-' 0t. w 

BUPATI PROBOLINGGO 

"VV,~~ 
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan dalam Berita Daer h 
tano-o- ' /42 ,I.... - , • ?- . a Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 heal ....... ,o.:,-; . • tf. -~,J/'W £J .J-- l --t.,1/6 /':-9.. 

· ·· ·· ·· ········•· .. ·· · ·· •· .. ·····•· .. Nomor /• s · rt;. •····••.. ...... en~]\ 

Se retaris Daerah 
~ 

__,;.,---

~ - HM N 
· · AWI, SH. M. Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590527 198503 1 
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ASPEK, INDIKATOR DAN BOBOT KRITERIA KINERJA SKPD 

BOBOT 
NO ASPEK/ICRITERIA INDIKATOR PENILAIAN 

Kriteria Aspek 

1 Aspek Perencanaan dan Pelaporan {SAKIP) 
20% 

a. Keselarasan dokumen perencanaan 1. Rentra SKPD dengan RPJMD 

2. Renja SKPD dengan RKPD 5% 

3. indikator hasil RKA dengan Renstra SKPD 

b. penyusunan renstra dan renja SKPD ketepatan waktu penyampaian 
5% 

c. LKIP Nilai Dokumen LKIP 
5% 

d. Penyampaian Bahan LKPJ ketepatan waktu penyampaian 
5% 

2 Aspek Pengawasan 20% 
a. Tingkat Temuan (internal maupun Eksternal) kasus yang merugikan daerah 2% 

kewajiban penyetoran kepada daerah 2% 
pelanggaran thd peraturan perundangan 2% 

pelanggaran thd prosedur penganggaran 2% 

pelanggaran thd prosedur dan tatakerja 2% 
hambatan thd kelancaran pelaksanaan proyek 2% 
hambatan thd pelaksanaan tugas pokok 1% 

kelemahan administrasl 1% 

ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat 1% 

b. penyelesaian tindak Ian jut temuan hasil 

pemeriksaan (dikenakan 1 kali tiap temuan) 
5% 

3 Aspek Pengelolaan Keuangan 20% 
a. administrasi keuangan ket epatan waktu, keakuratan dafam penyusunan 

RKA/DPA 4% 

LAMPIRAN Ill A: PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 
NOMOR : l 4 t-A,\·t(;,t ~LG 
TANGGAL : I fe1?1tv ?r-..) ;,.olG 

TINGKAT KESESUAIAN DAN NILAI BOBOT 

tingkatyg 
bobot t ingkat yg dicapai tingkat yg dicapai 

dicapai 
bobot 

sesuai 5% kurang 3% tidak 

sesuai 5% kurang 3% tidak 

sesuai 5% kurang 3% tidak 
Tepat .5% 5-10 hari dr wkt 3% > 10 hari yg 

yang ditetapkan ditetapkan 

sangat baik 5% baik 3% cukup dan 

kurang 

Tepat 5% 5-10 hari dr wkt 3% > 10 hari yg 

yang ditetapkan ditetapkan 

tidak ada 2% ada/tdk material 1% ada & material 

tidak ada 2% ada/tdk material 1% ada & material 

tidak ada .2% ada/tdk material 1% ada & material 

tidak ada 2% ada/tdk material 1% ada & materia I 

tidak ada 2% ada/tdk material 1% ada & material 

t idak ada 2% ada/tdk material 1% ada & material 

tidak ada 1% ada/tdk material 0,5% ada & material 

t idak ada 1% ada/tdk material 0,5% ada & material 

t idak ada 1% ada/tdk material 0,5% ada & material 

selesai ~ 60 hr 5% TL selesai 60-90 3% TL selesai ~90 hr 

hari 

tepat dan 4% 5-10 hari dr wkt 3% > 10 hari yg 

akurat yang ditetapkan ditetapkan 

bobot 

1% 
1% 
1% 
1% 

1% 

1% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

1% 

1% 



BOBOT 

NO ASPEK/KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN 
Kriteria Aspek 

TINGKAT KESESUAIAN DAN NILAI BOBOT 

ketepatan dan keakuratan data administrasi SPJ tepat dan 4% 5-10 hari dr wkt 3% > 10 hari yg 1% 

pendapatan dan atau belanja 4% akurat yang ditetapkan ditetapkan 

tertib admnistrasi kas SKPD (rekon bulanan) tepat dan 4% 5-10 hari dr wkt 3% > 10 hari yg 1% 
4% akurat yang ditetapkan ditetapkan 

tertib administrasi persediaan SKPD (rekon bulanan) tepat dan 4% 5-10 hari dr wkt 3% > 10 har i yg 1% 
4% akurat yang ditetapkan ditetapkan 

ketepatan dan keakuratan laporan keuangan SKPD tepat dan 4% 5-10 hari dr wkt 3% > 10 hari yg 1% 
4% akurat yang ditetapkan ditetapkan 

4 Aspek Pengelolaan SOM 25% 

a. administrasi kepegawaian kelengkapan pembaruan {update) bulanan data tepat dan 7% 5-10 har i dr w kt 4% 
SIMPEG 7% akurat yang ditetapkan 

ketepatan dan keakuratan berkas pengusulan 
5% 

tepat dan '5% 5-10 hari dr wkt 3% 
kenaikan pangkat dan berkala akurat yang ditetapkan 

penyampaian laporan data kepegawaian 
6% 

tepat dan 6% 5-10 har i dr wkt 3% 

akurat yang ditetapkan 

rekapitulasi presensi :pegawai tepat dan 7% 5-10 hari dr wkt 4% 
7% 

akurat yang ditetapkan 

5 Aspek Pengendalian Administrasi Pembangunan 15% 
a. administrasi realisasi dan penyerapan anggaran % realisasi anggaran Belanja Langsung disesuaikan ~75%- 100% 50%- <75% <50% 

dengan target 7% 7% 4% 1% 
kelengkapan pembaruan (update) data nulanan SMEP tepat dan 5-10 hari dr wkt > 10 hari yg 

5% akurat '5% yang ditetapkan 3% ditetapkan 1% 

kelengkapan pembatllan (update) data SiRUP tepat dan 5-10 hari dr wkt > 10 hari yg 

3% akurat .3% yang ditetapkan 2% ditetapkan 1% 

BUPATI PROBOLINGGO 

(\ji/t'-..,r'\.,/~ 
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 



NO 

1 

1 

2 

3 

4 
5 
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12 
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17 

18 
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20 

21 

22 

23 
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27 
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35 
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41 
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44 

45 

46 

47 

48 

49 
50 

51 

52 
53 

54 
55 

56 

57 
58 
59 

60 

61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 
69 

70 

71 

72 
73 
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LAMPIRAN Ill F: PERATURAN BUPATI PR080LINGGO , ( _ 

NOMOR : \4 iA-i·Hl/1.l ~le 
TANGGAL I re~·tu. ,n,; ~o\b 

RfKAPfTULASI 80BOT KINERIA ASPEK PfNGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

NAMASl(PO 

2 

SEKRETARIAT DPRD 

INSPEKTORAT 

BAOAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS 

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BADAN UNGKUNGAN HIDUP 

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP 

EIADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB. 
SADAN PENANGGULANGAN BENCANA OAERAH 

DINAS PENOIDIKAN 

DINA$ KESEHATAN 

DINAS PERTANIAN 

DINAS PENGELOI.AAN KEUANGAN OAERAH 

OINAS PENDAPATAN DAERAH 

D!NAS PU BINAMARGA 

OINAS PU PENGAIRAN 

OINAS PU CIPTA KARYA 

DINAS SOSIAL 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIP1L 

DINAS PERHUBUNGAN 

DINAS PERINOUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

DINA$ KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

DINA$ TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

OINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 

DINA$ PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

DINA$ KEBUOAYMN DAN PARIWISATA 

DINAS PERIKANAN & KELAUTAN 

RSUD WALUYO JATI 

RSUD TONGAS 

KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA 

KANTOR SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 

KANTOR PENANAMAr.& MODAL CAN PERUIW.N 

KANTOR ARSIP DAERAH 

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 

BAGIAN PEMERINTAHAN 

BAGJAN PENYUSUNAN PROG. 

BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI 

BAGIAN KESRA 

BAGIANUMUM 
BAGIAN PROTOKOL & RT 

BAGJAN PENGELOLAAt-1 & PENGADAAN 

BAGIAN ORGANISASI 

BAGIAN HUKUM 

KECAMATAN DRINGU 

KECAMATAN KRAKSAAN 

KECAMATAN GAOING 

KECAMATANLUMBANG 

KECAMATAN TIRIS 

KE:CAMATAN BESUK 

KECAMATAN GENOING 

KECAMATAN KREJENGAN 

KECAMATAN PA.IARAKAN 

KECAMATAN SUMBER 

KECAMATAN KRUCIL 

KECAMATAN TONGAS 

KECAMATANTEGALSIWALAN 

KECAMATAN WONOMERTO 

KECAMATAN LECES 

KECAMATANSUKAPURA 

KECAMATAN MARON 

KECAMATANBANYUANYAR 

KECAMATAN KOTAANYAR 

KECAMATAN SUMBERASIH 

KECAMATAN KURIPAN 
KECAMATAN BANTARAN 

KECAMATAN PAITON 

KECAMATAN PAKUNIRAN 

KELURAHAN SEMAMPIR 

KELURAHAN KANDANG JATI KULON 

KELURAHAN SIDOMUKTI 

KELURAHAN PATOKAN 

KELURAHAN KRAKSMN WETAN 

Administra.si Realisasi dan Penyerapan Anggaran 

9' realisasl anggaran 

belanjalangsung 
disesuaikar, dengan target 

3 

TOTAL 8080T KINERJA 
kefengkapan pembaruan 

keten&J<,apan pembaruan SKPD 
(update) data bulanan 

(update) dal:a SiRUP 
SMEP 

4 5 6 ~ (total 3 s/d S) 

Probohnggo, ···-·····"·-············20 .. 
Kepala Sagi.an P~nyusunan Program Serda 

Kabupaten Probolinggo 

Nama 
Nip. 

8UPATI PROBOUNGGO 

rvvl"\./'~ 
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE ~ 



NO NAMASKPD 

1 2 

1 SEKRETARIAT DPRD 

2 INSPEKTORAT 

3 BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DAERAH 

4 SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
5 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS 

6 BADAN PEM8ERDAYMN MASYARAKAT 
7 SADAN LINGl<UNGAN HIDUP 

8 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP 
9 SADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB. 

10 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
11 DINAS PENDIDIKAN 

12 DINAS KESEHATAN 

13 D1NAS PERTANIAN 
14 DINAS PENGELOLMN KEUANGAN DAERAH 

15 D1NAS PENDAPATAN DAERAH 
16 DINAS PU BINAMARGA 

17 DINAS PU PENGAIRAN 

18 DINAS PU CIPTA KARYA 

19 DINAS SOSIAL 
20 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATA TAN SIPIL 

21 DINAS PERHUBUNGAN 

22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

23 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
24 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
25 DINAS PERKEBUNAN DAN K.EHUTANAN 

26 DlNAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

27 DINAS KEBUDAYMN DAN PAAIWlSA TA 

28 DINAS PERIKANAN & KELAUTAN 

29 RSUD WALUYO JATI 

30 RSUD TONGAS 

31 KANTOR PEMUOA DAN OLAH RAGA 

32 KANTOR SATUAN POUSI PAMONG ?RAJA 
33 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN 

34 KANTOR ARSIP OAERAH 

35 KANTOR PERPUSTAJ<AAN UMUM DAERAH 

36 BAGIAN PEMERINTAHAN 

37 BAGIAN PENYUSUNAN PROO. 

38 13AGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI 
39 BAGIAN KESRA 

40 BAGIAN UMUM 

41 BAGIAN PROTOKOL & RT 

42 BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN 

43 BAGIAN ORGANISASI 

44 BAGIAN HUKUM 

45 KECAMATAN DRINGU 
46 KECAMATAN KRAKSAAN 
47 KECAMATAN GADING 

48 KECAMATANLUMBANG 

49 KECAMATAN TIRIS 
so KECAMATAN BESUK 

51 KECAMATAN GENDING 

52 KECAMATAN KREJENGAN 

53 KECAMATANPAJARAKAN 

54 KECAMATAN SUMBER 

55 KECAMATAN KRUCIL 

56 KECAMATAN TONGAS 

57 KECAMATAN TEGALStWALAN 

58 KECAMATAN WONOMERTO 

59 KECAMATAN LECES 

60 KECAMATANSUKAPURA 
61 KECAMATAN MARON 

62 KECAMATAN BANYUANYAR 

63 KECAMATANKOTAANYAR 

64 KECMIATAN SUMBERASIH 
65 KECAMATAN KURIPAN 

66 KECAMATAN BANTARAN 
67 KECAMATAN ?AITON 

68 KECAMATAN PAKUNIRAN 

69 KELURAHAN SEMAMPIR 

70 KELURAHAN KANDANG JATI KULON 

71 KELURAHAN SIOOMUKTI 

72 KELURAHAN PATOKAN 

73 KELURAHAN KRAKSAAN WETAN 

- - - - ·------ --
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REKAPITUlASI BOBOT KINERJA SKPO 

Aspek Klnert,, SKPO 

ASPEK ASPEK ASPEK 

PERENCANAAN PENGAWASAN PENGELOIAAN 
SKPD SKPO KfUANGAN SKPO 

3 4 s 

IAMPIRAN Ill G , PERATURAN BUPATI PROBOUNGGO 

NoMoR \4 "tA-t-tv/v ~olb 
TANGGAl ; \ f-'t>i:ol1etfZt .2.,t'\\ (.; 

ASPEK ASPEK TOTALBOBOT 

PENGELOLAAN SOM PENGENOAUAN KINERJA SKPD 

SKPO 

6 

ADlollNISTRASI 
PEMBANGUNAN 

7 a.. (total 3 s/d 7) 

Probolinggo, ·················•····-····-.. .20 .. 
Sekretaris Daerc1h 

kabupaten ProboHnggo 

~ 
Nip. 

BUPATI PROBOLINGGO 

y .,j{/k,.___,.·'--
. Hj. P. TANTRIANA~/l 


